
p-ISSN : 2655-7304  Journal Civic and Social Studies 
e-ISSN : 6655-8953  Vol. 9, No 1 Tahun 2025, Hal 19-27 
  https://doi.org/10.31980/journalcss.v9i1.2267 
 

Journal Civic and Social Studies: Vol. 9 No 1 Tahun 2025| 19 
 

THE SMART ASN APPLICATION FOR INTEGRATING PERSONNEL 
SERVICES AT THE REGIONAL CIVIL SERVICE AGENCY OF 

SIDOARJO REGENCY 

 
Kristie Ferlita Sandrin1 Diana Hertati2  

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 
Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294 

kristieferlita02@gmail.com  

(Received: 10 Januari 2025 / Accepted: 2 April 2025 / Published Online: 19 Juni 2025) 

 
 

ABSTRACT 
The implementation of information technology in public services, particularly through E-Government, 
serves as a strategic step to enhance government efficiency, transparency, and accountability. Sidoarjo 
Regency, as part of the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE), has 
developed the Smart ASN application to manage personnel data in a more integrated and efficient 
manner. This study aims to analyze the innovation of the Smart ASN application and its impact on the 
quality of personnel services in Sidoarjo Regency using Rogers' theory. The research employs a 
qualitative descriptive approach, collecting data through observation and literature review. Findings 
reveal that the Smart ASN application has successfully improved efficiency in personnel data 
management by reducing data redundancy, accelerating updates, and facilitating access for State Civil 
Apparatus (ASN). Additionally, transparency and accountability have increased, as data can be 
monitored in real-time. However, challenges include a technological knowledge gap among ASNs and 
resistance to change. The results of this study indicate that the Smart ASN application has a positive 
impact on improving the quality of public services in Sidoarjo Regency, although further improvements 
are needed in training and technology dissemination for State Civil Apparatus (ASN). 
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ABSTRAK 

Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik, khususnya melalui E-Government, merupakan 
salah satu langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas 
pemerintahan. Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE), telah mengembangkan aplikasi Smart ASN untuk mengelola data kepegawaian 
dengan lebih terintegrasi dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi aplikasi Smart 
ASN dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan kepegawaian di Kabupaten Sidoarjo dengan 
menggunakan teori Rogers. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan 
pengumpulan data melalui observasi dan kajian pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 
aplikasi Smart ASN berhasil meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data kepegawaian dalam 
mengurangi redundansi data, mempercepat pembaruan, dan mempermudah akses bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN). Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga meningkat, mengingat data dapat 
dipantau secara langsung. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk kesenjangan pemahaman 
teknolgi di kalangan ASN serta resistensi terhadap perubahan. Hasil dari penelitian yang dilakukan 
menunjukkan bahwa aplikasi Smart ASN memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo, meskipun masih perlu adanya peningkatan dalam pelatihan 
dan sosialisasi teknoloogi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Kata Kunci : : E-Government; Inovasi; Kepegawaian; Pelayanan Publik; Smart ASN. 
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I. PENDAHULUAN 

Dalam era digital yang terus berkembang, inovasi dalam pelayanan publik menjadi 

kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas 

pemerintahan. E-Government sebagai penerapan teknologi informasi dalam administrasi 

pemeritahan, memainkan peran penting dalam mempercepat transformasi layanan publik. 

Melalui penerapan E-Government, pemerintah dapat menyediakan layanan yang lebih 

responsive dan mudah diakses oleh masyarakat serta Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Kebijakan Pemerintah mengenai implementasi E-Government yang dicanangkan pada 

tahun 2003 menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi di seluruh instansi 

pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.  

Pemanfaatan teknologi informasi di bidang kepegawaian memiliki tujuan untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data serta pengolahan informasi 

kepegawaian, sehingga dapat menghasilkan layanan yang lebih cepat, akurat dan 

terjangkau bagi para Aparatur Sipil Negara [1]. Selain itu, penerapan sistem berbasis 

teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam setiap proses administrasi 

kepegawaian, sehingga meminimalkan potensi kesalahan dan penyalahgunaan wewenang.  

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi berbagai 

aspek kehidupan, seluruh lapisan masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan 

tersebut, yang pada akhirnya mengharuskan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan 

yang ada [5]. Hal ini juga berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana pemahaman 

terhadap teknologi informasi menjadi sangat penting, terutama dalam konteks pemberian 

pelayanan publik yang semakin bergantung pada sistem berbasis digital. Adopsi teknologi 

dalam kehidupan sehari-hari ASN menjadi satu keharusan, mengingat Peraturan Presiden 

Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 

yang menekankan pentingnya implementasi teknologi dalam adminitrasi pemerintahan 

[4]. Peraturan ini menuntut para ASN untuk dapat beradaptasi dana memanfaatkan 

teknologi informasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, termasuk dalam 

memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan dan akuntabel. 

Pelaksanaan E-Government di Indonesia diatur melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 

2001 mengenai Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang bertujuan 

untuk mempermudah proses pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi 

telematika, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah 

serta mendukung tercapainya prinsip-prinsip good governance. Instruksi tersebut juga 
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menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan pemerintah dalam menggunakan teknologi 

informasi untuk memperbaiki system adminitrasi pemerintahan. Langkah ini semakin 

dikuatkan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 yang mengatur 

kebijakan strategi nasional pengembangan E-Government di Indonesia [2]. Penerapan 

kebijakan ini juga diperkuat di tingkat daerah melalui Peraturan Bupati Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengatur implementasi teknologi informasi 

untuk meningkatkan kualitas pelayanana publik di tingkat daerah, mempercepat proses 

administrasi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan 

dan akuntabel [9]. 

Inovasi dalam sektor publik merupakan salah satu solusi paling penting untuk 

menghadapi berbagai tantangan, sekaligus menjadi terobosan yang esensial dalam 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi publik. Karakteristik sistem 

sektor publik yang cenderung bersifat kaku dan formal seringkali menjadi hambatan yang 

dapat membatasi ruang gerak inovasi. Oleh karena itu, setiap inovasi yang diusulkan perlu 

diuji secara komprehensif, baik dari segi relevansi maupun keberlanjutannya, serta 

diimplementasikan dengan pendekatan yang strategis dan optimal. Dengan demikian 

inovasi dapat memberikan dampak nyata yang tidak hanya meningkatkan kualitas 

pelayanan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan adaptabilitas sektor publik di tengah 

dinamika perubahan [12]. 

Data kepegawaian memiliki peranan yang sangat penting dalam manjemen sebuah 

instansi, baik itu di sektor pemerintahan maupun swasta. Dengan semakin kompleksnya 

pengelolaan data dan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, penggunaan teknologi 

berserta sistem yang terintegrasi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Implementasi 

sistem berbasis teknologi tidak hanya mendukung peningkatan kinerja instansi, tetapi juga 

mempercepat dan mempermudah berbagai proses administratif terkait kepegawaian. 

Dengan adanya sistem tersebut, pengelolaan data kepegawaian dapat dilakukan secara 

lebih akurat dan efisien, sehingga mendukung kelancaran operasional instansi serta 

meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pegawai maupun masyarakat [14]. 

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu daerah di Indonesia terus berupaya 

meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi digital dengan salah 

satu sektor yang mendapatkan perhatian khusus yaitu pengelolaan data kepegawaian 
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Aparatur Sipil Negara (ASN), yang memegang peran penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo.  

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai ASN Kab. Sidoarjo 
Jumlah PNS 8.345 

Jumlah PPPK 4.587 

Jumlah CPNS 5 

Total 12.937 

Sumber : BKD Kab. Sidoarjo (2024) 

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Sidoarjo, jumlah total keseluruhan ASN sebanyak 12.937 pegawai, yang terdiri dari 8.345 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), 4.587 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 

dan 5 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Mengingat jumlah data pegawai yang besar dan 

kompleksitas pengelolaan yang harus dilakukan, pengelolaan data ASN di Kabupaten 

Sidoarjo menghadapi tantangan yang signifikan dalam memastikan bahwa setiap proses 

administrasi dapat berjalan dengan efisien, akurat, dan tepat waktu. Tanpa sistem yang 

terintegrasi dan modern, risiko terjadinya kesalahan data, keterlambatan dalam pelayanan, 

dan kurangnya transparansi semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat berdampak 

negatif terhadap kualitas pelayanan kepegawaian.  

Selama ini, Badan Kepegawaian Sidoarjo menggunakan berbagai aplikasi yang terpisah 

untuk mengelola data dan layanan kepegawaian, seperti E-Kinerja, E-Sipekat, Cuti Online, 

Sistem Informasi Non PNS (SINOP) dan lain-lain. Banyaknya aplikasi yang berdiri sendiri 

menyebabkan data menjadi terfragmentasi atau terpecah serta sulit diakses secara 

terintegrasi. Hal ini berpotensi menurunkan efisiensi layanan dan menimbulkan tumpang 

tindih dalam pengelolaan data pegawai. Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo membuat aplikasi  berbasis teknologi 

informasi, yaitu Smart ASN sebagai sebuah inovasi digital. Aplikasi ini dirancang untuk 

mengintegrasikan seluruh layanan kepegawaian dalam satu platform yang terpadu. 

Dengan hadirnya aplikasi Smart ASN, diharapkan data kepegawaian dapat dikelola 

secara terpusat sehingga mengurangi redundansi data, proses pembaruan data dapat 

dilakukan secara otomatis dan serentak di semua aplikasi yang terkait, sehingga 

meningkatkan integritas dan akurasi data, efisiensi pengelolaan data kepegawaian 

meningkat, mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan 
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pembaruan data. Selain itu, aplikasi ini juga mempermudah pengawasan, pengendalian, dan 

pelaporan data kepegawaian secara langsung.  

Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana inovasi dalam 
layanan kepegawaian melalui aplikasi Smart ASN di Kabupaten Sidoarjo. Kajian ini 
didasarkan pada teori inovasi yang dikemukakan oleh [13] yang mendefinisikan inovasi 
sebagai ide, objek, konsep, atau praktik yang dianggap baru dan diterima oleh individua tau 
kelompok untuk diterapkan atau diadopsi. Dalam tulisan ini, keberhasilan inovasi dievaluasi 
berdasarkan karakteristik inovasi, yaitu: 1) Keunggulan Relatif (Relative Advantage), 2) 
Kesesuaian (Compatibility), 3) Tingkat Kerumitan (Complexity), 4) Kemungkinana untuk 
Dicoba (Triability), 5) Kemudahan untuk Diamati (Observability). 

 
 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis 
penerapan aplikasi Smart ASN di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. 
Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada penggambaran dan analisis 
mendalam terhadap fenomena yang terjadi. Dalam konteks ini, sifat deskriptif pada 
penelitian kualitatif berarti bahwa peneliti berusaha untuk menggambarkan sacara rinci dan 
menyeluruh mengenai peristiwa, fenomena, atau kondisi sosial yang menjadi fokus studi 
(Waruwu, 2023). Peneliti tidak hanya mendokuemntasikan kejadian yang ada, tetapi juga 
menguraikan konteks dan makna di balik kejadian tersebut, serta memahami hubungan yang 
ada antara elemen-elemen yang terlibat. Dengan pendekatan ini, penelitian kualitatif 
bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai 
fenomena sosial yang diteliti, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampaknya 
terhadap individu atau kelompok yang terlibat. Data yang digunakan berasal dari sumber 
primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi dan kajian pustaka lainnya. Objek 
penelitian ini adalah aplikasi Smart ASN yang digunakan dalam pengelolaan kepegawaian. 
Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang 
inovasi aplikasi Smart ASN di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemerintahan yang berhasil dalam mencapai tata kelola yang baik adalah pemerintahan 
yang mampu memberikan pelayanan publik yang memnuhi harapan masyarakat dan 
menciptakan kepuasan di kalangan masyarakat [7]. Dalam hal ini, Kabupaten Sidoarjo 
telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan 
publik melalui berbagai inovasi. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan 
menciptakan sistem layanan publik yang lebih efisien, transparan dan responsif terhadap 
kebutuhan masyarakat. Misalnya, di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo 
telah melaksanakan inovasi seperti aplikasi Smart ASN. Upaya ini menunjukkan dedikasi 
pemerintah daerah Sidoarjo dalam memberikan layanan yang tidak hanya memenuhi 
standar, tetapi juga melampaui harapan masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang 
lebih baik bagi para Aparatur Sipil Negara. 
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 Menurut [11], inovasi di sektor publik bertujuan untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan ide-ide baru yang memanfaatkan 
teknologi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas 
dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori inovasi yang 
dikemukakan oleh [13], yang menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah inovasi dapat 
diukur berdasarkan lima indikator utama diantaranya:  
1. Keunggulan Relatif (Relative Advantage) 

Relative Advantage atau keuntungan relative merujuk pada sejauh mana sebuah 
inovasi menawarkan keunggulan dan nilai tambah dibandingkan dengan sistem 
sebelumnya atau cara-cara manual yang sudah ada. Keunggulan ini dapat berupa 
efisiensi yang lebih tinggi, biaya yang lebih rendah, kualitas yang lebih baik atau 
manfaat yang lebih relevan bagi pengguna. Setiap inovasi membawa elemen kebaruan 
yang mendasar, baik dalam bentuk teknologi, pendekatan, atau proses yang menjadi 
karakteristik khas dan pembeda dari inovasi lain [6]. 
Dalam penerapan aplikasi Smart ASN di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Sidoarjo membawa sejumlah manfaat yang signifikan dibandingkan sistem terpisah-
pisah yang sebelumnya. Dengan aplikasi ini, efisiensi kerja meningkat karena proses 
administratif menjadi lebih cepat dan pengelolaan data lebih terstruktur. Transparansi 
dan akuntabilitas juga mengalami peningkatan, berkat kemampuan aplikasi untuk 
memantau data secara langsung, dapat mengurangi manipulasi, dan mempercepat 
pengajuan dokumen bagi para pegawai. Aparatur Sipil Negara juga merasakan 
manfaat langsung, seperti kemudahan akses informasi, pengurangan kesalahan 
administratif, serta percepatan pengajuan dan persetujuan dokumen pegawai. Oleh 
sebab itu, aspek keunggulan relative pada aplikasi Smart ASN di Badan Kepegawaian 
Daerah Kabupaten Sidoarjo sudah baik, karena aplikasi ini berhasil memberikan 
manfaat yang besar dan efisiensi, transparansi, dan akurasi pengelolaan data 
kepegawaian dibandingkan dengan sistem manual yang terpisah-pisah sebelumnya. 
 

2. Kesesuaian (Compatibility) 
Menurut [11], kompatibilitas merujuk pada sejauh mana sebuah inovasi sesuai 

dengan nilai-nilai-nilai yang dianut, pengalaman masa lalu, serta kebutuhan yang 
dimiliki oleh penerima inovasi tersebut. Sebuah inovasi yang tidak sejalan dengan 
norma, budaya, atau keyakinan yang telah diterima oleh masyarakat cenderung 
menghadapi hambatan dalam proses penerimaan dan adaptasinya.  
Aplikasi Smart ASN telah dirancang untuk mendukung kebutuhan Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan fitur-fitur yang sesuai dengan alur 
kerja yang ada, seperti pengelolaan data ASN, pengajuan cuti, dan penilaian kinerja. 
Selain itu, aplikasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk Peraturan Bupati Sidoarjo dan 
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2021. Integrasi dengan sistem lain di intansi 
pemerintah menjadi keunggulan tambahan yang memperkuat kesesuaian aplikasi ini 
dengan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, aspek kesesuaian aplikasi Smart 
ASN dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan pemerintah dinilai sangat baik, 
mengingat aplikasi ini dirancang untuk mendukung alur kerja yang ada dan sejalan 
dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

3. Kerumitan (Complexity) 
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Kerumitan merujuk pada sejauh mana suatu inovasi dianggap sulit untuk dipahami, 
digunakan atau dioperasikan oleh penggunanya [8]. Inovasi yang memiliki tingkat 
kerumitan tinggi biasanya memerlukan pemahaman yang mendalam atau 
keterampilan khusus. Semakin rumit suatu inovasi, semakin besar kemungkinan 
terjadinya resistensi atau penudaan dalam penerimaan, karena pengguna mungkin 
merasa tidak yakin dengan manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu, untuk 
memastikan keberhasilan adopsi, inovasi perlu dirancang dengan antarmuka yang 
sederhana dan intuitif, serta memberikan pelatihan atau dukungan yang memadai agar 
pengguna dapat menggunakannya dengan mudah.  
Aplikasi Smart ASN dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan user-friendly, 
sehingga memudahkan ASN dalam mengoperasikan fitur-fiturnya. Namun, tantangan 
tetap ada, seperti kesenjangan pamahaman teknologi, resistensi terhadap perubahan, 
serta kompleksitas fitur bagi sebagian Aparatur Sipil Negara. untuk mengatasi hal ini, 
pelatihan intensif dan pendampingan langsung diberikan, meskipun adapts tetap 
membutuhkan waktu. Kesulitan lain, seperti masalah integrasi data dan kurangnya 
sosialisasi awal, juga diatasi melalui peningkatan komunikasi dan penyempurnaan 
sistem secara berkelanjutan. Terkait dengan aspek kerumitan, meskipun aplikasi 
Smart ASN dirancang dengan tingkat kerumitan yang rendah dan antarmuka yang 
user-friendly, tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan kesenjangan literasi 
digital menunjukkan bahwa aspek ini masih memerlukan perhatian dan peningkatan 
pelatihan bagi para ASN. 

4. Kemungkinan Dicoba (Triability) 
Menurut [3], inovasi hanya akan diterima oleh pengguna jika telah melalui uji coba 
yang menyeluruh dan terbukti memberikan manfaat yang jelas serta keunggulan 
dibandingkan dengan metode atau sistem yang sebelumnya digunakan. Proses 
pembuktian ini penting agar pengguna dapat melihat secara nyata nilai tambah yang 
ditawarkan oleh inovasi tersebut, baik dari segi efisiensi, kualitas, maupun hasil yang 
lebih optimal. Hanya setelah inovasi terbukti memberikan perbaikan yang substansial, 
barulah masyarakat atau organisasi akan bersedia mengadopsinya secara luas. 
Aplikasi Smart ASN di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoaejo melalui 
tahap uji coba yang dirancang dengan baik sebelum implementasi penuh, untuk 
memastikan fungsionalitasnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Uji coba ini 
melibatkan simulasi penggunaan, pelatihan awal, dan pengujian data nyata yang 
memberikan peluang bagi ASN untuk memahami dan familiar dengan fitur-fitur 
aplikasi Smart ASN. Sebagian pengguna merasa percaya diri dalam melanjutkan 
penggunaan setelah uji coba, berkat panduan yang jelas dan perbaikan berdasarkan 
masukan yang diberikan. Selain itu, fitur uji coba memungkinkan ASN untuk 
mengeksplorasi layanan sebelum mengandalkan aplikasi sepenuhnya dalam pekerjaan 
sehari-hari. Tahap ini tidak hanya meningkatkan kesiapan pengguna tetapi juga 
berkontribusi pada keberhasilan penerapan aplikasi secara menyeluruh. Aspek 
kemungkinan dicoba dalam penerapan apikasi Smart ASN dinilai sangat baik, karena 
proses uji coba yang melibatkan simulasi, pengujian data nyata dan pelatihan berhasil 
memberikan rasa percaya diri kepada pengguna serta masukan penting untuk 
penyempurnaan aplikasi.  

5. Kemudahan Diamati (Observability) 
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Kemudahan diamati dalam teori Rogers, inovasi yang berhasil akan menunjukkan 
dampak positif yang jelas dan mudah diamati oleh pengguna, sehingga mempercepat 
adopsi dan penerimaan terhadap perubahan yang dilakukan [10]. 
Perubahan positif yang dihasilkan oleh aplikasi Smart ASN terlihat jelas, terutama 
dalam peningkatan efisiensi kerja dan transparansi. ASN dapat mengelola data, 
pengajuan, dan proses administratif lainnya secara digital, menggantikan mode 
manual yang sebelumnya lambat dan kurang efektif. Dengan mekanisme pemantauan 
kinerja secara real-time, aplikasi ini menunjukkan hasil langsung dalam hal kecepatan 
pelayanan dan akurasi data. Aparatur Sipil Negara merasa lebih mudah mengamati 
dampak aplikasi ini, baik dari sisi peningkatan produktivitas maupun kemudahan 
dalam mengelola data kepegawaian. Aspek kemudahan diamati pada aplikasi Smart 
ASN sangat terlihat, dengan perubahan positif yang nyata dalam efisiensi, transparansi 
dan produktivitas, serta adanya mekanisme pemantauan kinerja real-time yang 
memperjelas manfaat aplikasi bagi para ASN. 

 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penerapan aplikasi Smart ASN di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo 
menunjukkan dampak yang signifikan dalam memingkatkan efisiensi, transparansi, dan 
akurasi pengelolaan data kepegawaian. Berdasarkan pembahasan diatas menggunakan teori 
[13], hasil penelitian mengungkapkan bahwa aplikasi ini sangat sesuai dengan kebutuhan 
organisasi dan kebijakan pemerintah terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(SPBE). Meskipun dirancang dengan atarmuka yang user-friendly, tantangan seperti 
resistensi terhadap perubahan dan kesenjangan literasi digital masih perlu diatasi, dengan 
meningkatkan pelatihan dan sosialisasi atau pendampingan bagi ASN untuk memastikan 
adopsi yang lebih luas. Tahap uji coba aplikasi terbukti efektif dalam membangun 
kepercayaan pengguna dan memberikan masukan yang penting untuk penyempurnaan 
aplikasi Smart ASN. Perubahan positif yang terlihat dalam hal efisiensi kerja, transparansi, 
dan produktivitas ASN menunjukkan bahwa aplikasi in memiliki manfaat yang besar, 
meskipun pengembangan lebih lanjut dalam fitur-fitur yang lebih mudah diakses, dan 
komunikasi yang lebih intensif dengan pengguna perlu diperhatikan. Oleh karena itu, 
disarankan utuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari penerapan Smart ASN terhadap 
kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo. 
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